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Kajian Pencatatan Perkawinan Penghayat
Kepercayaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 2019 di Bantul

Sri Hendarto Kunto Hermawan', Sri Suwarni’

" Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta,
srhendartokuntohg@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted to find out and analyze the procedures for registering marriages
for adherents of the Faith and the obstacles faced in implementing marriage registration for
adherents of the Faith in Bantul Regency. This research was carried out using research methods
in the form of library research and also field research. Data obtained from library research and
field research were analyzed qualitatively. The data is further explained using the descriptive
analysis method, namely discussing the problem by identifying, analyzing and interpreting the
data that has been obtained to draw a conclusion. The conclusion of this research shows that
the marriage registration procedure for adherents of the faith is that the marriage of adherents
of the faith must be carried out in the presence of a religious leader who already has a decree
from the religious leader registered with the Ministry of Education and Culture in order to carry
out the marriage. Marriage registration for adherents of the faith to date has only had two
married couples registered at the Population and Civil Registration Service of Bantul Regency,
and basically the registration is the same as marriages carried out by adherents of other
religions and has been carried out in accordance with the provisions of Government Regulation
(PP) Number 40 2019. The obstacle in implementing weddings for adherents of the faith in
Bantul Regency is that not all faith sects have been registered with the Ministry of Education
and Culture so that only a few religious leaders have a decree to be able to officiate/marry
marriages adherents of the faith.

Keywords: Recording; marriage; believer.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Prosedur pencatatan
perkawinan bagi penganut Penghayat Kepercayaan dan kendala — kendala yang dihadapi
dalam pelaksanaan pencatan perkawinan bagi penganut Penghayat Kepercayaan di
Kabupaten Bantul. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian berupa penelitian
kepustakaan dan juga dilakukan penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari hasil
penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif. Data tersebut
diuraikan lebih lanjut dengan metode deskriptif analisis, yaitu dalam membahas
permasalahan dilakukan dengan cara mengidentifikasikan, menganalisis dan menafsirkan
data yang telah diperoleh untuk diambil suatu kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini
menunjukkan bahwa prosedur pencatatan perkawinan bagi penganut penghayat
kepercayaan adalah perkawinan penganut penghayat kepercayaan harus dilakukan di
hadapan pemuka agama yang telah memiliki SK pemuka agama yang terdaftar pada
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar dapat melaksanakan perkawinan.
Pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan sampai saat ini baru ada dua pasangan
suami istri yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
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Bantul, dan pada dasarnya pencatatannya sama dengan perkawinan yang dilakukan oleh
penganut agama lainnya dan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 40 Tahun 2019. Kendala dalam pelaksanaan Perkawinan bagi penganut
penghayat kepercayaan di Kabupaten Bantul adalah tidak semua aliran kepercayaan telah
terdaftarkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga hanya sedikit pemuka
penghayat yang memiliki SK untuk dapat memimpin/ menikahkan perkawinan secara
penghayat kepercayaan.

Kata Kunci : Pencatatan; perkawinan; penghayat kepercayaan.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang penting yang dialami
dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Di Indonesia
melalui Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 mengatur dengan jelas, bahwa negara menjamin hak setiap manusia untuk
membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan dalam
Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang
menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agar suatu perkawinan di akui oleh negara maka harus dilangsungkan
menurut masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut
undang-undang yang berlaku. Kedua syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga
keduanya harus terpenuhi agar suatu perkawinan bisa dikatakan sah menurut
hukum Indonesia. Pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam sahnya
suatu perkawinan dengan adanya pencatatan perkawinan menimbulkan akibat
hukum kepada para pihak yang terikat dalam perkawinan tersebut.

Pencatatan perkawinan dilakukan kedua belah pihak yang melaksanakan
perkawinan, pencatatan perkawinan merupakan suatu proses administrasi negara
dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bagi semua warga
Indonesia. Di samping untuk menciptakan ketertiban administrasi perkawinan,
pencatatan perkawinan dapat menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami istri.
[1]

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu
menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan
masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan
termuat dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-
waktu dapat digunakan di mana pun, terutama sebagai alat bukti tertulis yang
otentik, dengan adanya surat bukti itu, maka perkawinan harus dicatatkan [2].

Mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)
No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan yang mana terdapat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.
Dalam Peraturan Pemerintah ini dijelaskan bahwa pasangan yang akan
melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai
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pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32
Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Pencatatan perkawinan
bagi mereka yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan
di Kantor Urusan Agama, lain halnya dengan mereka yang beragama selain Islam
dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil
kabupaten atau kota [3].

Pasal 1 angka (15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 20I3 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota
selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.
Pasal 1angka (17) mengatur bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut UPT Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah unit pelayanan urusan
Administrasi Kependudukan di tingkat kecamatan yang berkedudukan di bawah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota [4].

Berdasarkan Pasal 1 butir (16) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang
dimaksud dengan Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan
pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang
pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan [5].

Aturan pencatatan perkawinan telah diberlakukan untuk semua agama, bagi
mereka yang beragama selain Islam diatur dalam PP No. 40 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun
2013. Dalam BAB | Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan, bahwa segala
aktivitas pencatatan seperti akta kelahiran, serta aktivitas pencatatan perkawinan
bagi masyarakat yang beragama selain Islam termasuk aliran penghayat
kepercayaan yang sudah diakui oleh kementerian. Dengan adanya Peraturan
Pemerintah ini, maka status perkawinan bagi penghayat kepercayaan juga sudah
diakui oleh negara dan dilindungi oleh hukum. Pencatatan bagi penghayat
kepercayaan ini diatur dalam BAB VI Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2019, Pasal
39 sampai dengan Pasal 40 yang berisi tentang seluruh proses dan tata cara
perkawinan bagi penghayat kepercayaan dan bagaimana proses pencatatan di
dalam Kantor Catatan Sipil serta peran pemuka agama [6].

Proses dan tata cara pencatatan perkawinan bagi WNI yang beragama selain
Islam telah termuat dalam PP No. 40 Tahun 2019 Tentang Administrasi
Kependudukan, dalam hal ini penulis lebih berfokus tentang pencatatan
perkawinan antar Penghayat Kepercayaan yang ada di Kapubaten Bantul.

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 dalam BAB VI Pasal 39 dan Pasal 40.
Dalam ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 ini dalam ayat
(1-4) dijelaskan, bahwa perkawinan bagi aliran penghayat kepercayaan dilakukan di
hadapan pemuka penghayat kepercayaan, dan pemuka penghayat kepercayaan
yang ditugaskan untuk melangsungkan perkawinan pada organisasi penghayat
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adalah yang telah ditunjuk dan memiliki SK resmi dari Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. Pemuka agama penghayat kepercayaan ini sebagaimana yang telah
terdaftar dan menandatangani surat yang ada. Dalam Pasal 40 Ayat (1) dan (2)
menjelaskan tentang tata cara pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan
melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten atau Kota, yang
selanjutnya petugas pencatatan memberikan formulir untuk diisi oleh pasangan
suami- istri, persyaratan perkawinan sama halnya dengan agama lainnya hanya saja
untuk penghayat kepercayaan ini pencatatan dilakukan di Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil sama halnya dengan agama selain Islam lainnya [6].

Setelah diakuinya penghayat kepercayaan oleh pemerintah maka penganut
aliran penghayat kepercayaan ini sudah diakui oleh Undang-Undang yang ada di
Indonesia yang sebelumnya belum diakui keberadaannya, dan dengan diakuinya
penghayat kepercayaan ini maka status Agama dalam KTP tidak lagi kosong.
Diakuinya aliran penghayat kepercayaan ini telah sesuai dengan Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini telah dijelaskan mengenai hak
kebebasan beragama dan berkeyakinan, terdapat dalam Pasal 29 Ayat (2) yang
menjelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan
itu. Pengakuan aliran kepercayaan sebagai agama resmi di Indonesia ini juga sangat
memberikan manfaat terhadap para penganut penghayat kepercayaan antara lain,
hak pendidikan, hak pekerjaan, hak kesehatan, dan jaminan sosial lainnya.

Pemerintah Kabupaten Bantul mencatat di wilayahnya terdapat 19 paguyuban
dan hingga saat ini sudah 53 penduduk yang menganut aliran Kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah melakukan penyesuaian data
kependudukannya.

Penerapan Undang Undang Administrasi Kependudukan dalam pelayanan
pencatatan peristiwa perkawinan bagi penganut penghayat kepercayaan di Daerah
Kabupaten Bantul mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan pokok
permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan didasar-
kan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 ?

2. Kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam pencatatan perkawinan peng-
hayat kepercayaan ?

METODE
Lokasi Di Kabupaten Bantul
Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis
empiris. Data dalam penelitian ini meliputi dua macam, yaitu data primer dan data
sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara pengamatan secara langsung ke
lapangan untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan objek penelitian
melalui wawancara mendalam (Indepth Interview). Pedoman wawancara
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(Interview guide) dibuat sebelum terjun ke lapangan yang digunakan sebagai
pengarah pada saat wawancara. Adapun responden yang diwawancarai dalam
penelitian ini adalah Pemuka Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha
Esa dan Pejabat yang terkait dalam pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan
Penghayat Kepercayaan di Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan data sekunder
dikumpulkan dengan studi pustaka, yang meliputi buku-buku, jurnal, peraturan
perundang-undangan, dan hasil penelitian yang relevan.

Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui
tahap-tahap sebagai berikut:

Reduksi Data

Reduksi data meliputi proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyeder-
hanaan, mengabstrakkan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-
catatan tertulis di lapangan maupun hasil wawancara yang ada. Dalam tahap ini,
data disederhanakan, mana yang dipakai dan mana yang tidak dipakai. Data yang
dipakai kemudian disusun untuk selanjutnya disajikan melalui tahap berikutnya.

Penyajian Data

Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk teks narasi. Dari penyajian
data tersebut selanjutnya diinterpretasikan dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

Penarikan Kesimpulan.

Berdasarkan tahap-tahap tersebut, setelah data diperoleh dari lapangan, baik
melalui observasi, wawancara, maupun dari studi kepustakaan kemudian direduksi
dengan mendasarkan pada upaya untuk menjawab permasalahan dan tujuan
penelitian yang diajukan. Data yang sudah direduksi sesuai dengan pokok masalah
dan dibantu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya
direkonstruksi dengan pendekatan kualitatif ke dalam uraian diskripsi yang utuh
dan akhirnya diambil kesimpulan.

HASIL

A. Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan

Pencatatan perkawinan ini seperti dijelaskan dalam penjelasan umum Undang
- Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang — Undang Nomor
23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa tiap-tiap perkawinan
adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan
seseorang, seperti kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat resmi yaitu
sebuah akta yang bersifat resmi dan termuat dalam daftar pencatatan yang ada dan
diakui oleh negara. Dan diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 23
Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Tata cara pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang di Kabupaten
Bantul didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomo
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108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96
Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.

Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 mengatur tentang Pencatatan Perkawinan.
Dalam Pasal 50 ayat (1) mengatur Pencatatan Perkawinan terdiri dari :

1.

pencatatan perkawinan Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

pencatatan perkawinan Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

pencatatan perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

pencatatan perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan
perkawinan bagi Orang Asing;

pencatatan perkawinan WNI dengan Orang Asing di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada Instansi berwenang di
negara setempat; dan

pencatatan perkawinan WNI dengan Orang Asing di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak
menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing.

Tata cara Pencatatan perkawinan Penduduk WNI diatur dalam Pasal 51 ayat (2) :

1.

5.

Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta
menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden
mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan Penduduk WNI di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir
pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden
mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan Penduduk WNI di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/

Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;

. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta perkawinan dan
menerbitkan kutipan akta perkawinan; dan
kutipan akta perkawinan disampaikan kepada Pemohon.

Seperti tertuang dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan perkawinan yang sah ialah yang perkawinannya dilaporkan ke
Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak
terjadinya peristiwa perkawinan dan apabila lebih dari 60 hari tersebut maka dapat
dikatakan terlambat.

142



Demikian pula perkawinan yang dilangsungkan oleh para  penganut
penghayat kepercayaan juga perlu adanya pencatatan agar perkawinan tersebut
dapat memiliki kekuatan hukum dan diakui oleh negara.

Berdasarkan hasil penelitian khususnya di Kabupaten Bantul Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul terdapat dua Perkawinan
Penghayat Kepercayaan yang telah di catatkan di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Bantul . Pencatatan Perkawinan ini dilaksanakan melalui tata
cara perkawinan Penganut Penghayat Kepercayaan. Pencatatan Perkawinan bagi
Penganut Penghayat Kepercayaan tersebut dapat dilakukan karena telah
memenuhi form dan syarat untuk melakukan pencatatan perkawinan.

Pencatatan Perkawinan bagi penganut kepercayaan pada dasarnya memiliki
pengaturan yang sama seperti dengan perkawinan yang dilakukan oleh penganut
agama selain Islam.

Pengaturan syarat dan tata cara pencatatan perkawinan bagi penganut
penghayat kepercayaan tertuang pada Menurut Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor24 Tahun2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan pada BAB VI Tata Cara Pencatatan Perkawinan Bagi
Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 40 Tahun 2019 ini masyarakat yang
menganut penghayat kepercayaan dapat melaksanakan perkawinan dan dapat
mencatatkan perkawinannya sehingga perkawinan yang dilakukannya menjadi sah
dan diakui oleh negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat di lingkungan Dinas Kepen-
dudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, yaitu Ibu Dra. Daryatiningsih,Msi. Dan
Ibu Siwi Budiastuti SE. beliau adalah pejabat pada bagian Pencacatan dan
pendaftaran perkawinan, menurut beliau bahwa di Kabupaten Bantul tidak ada
Perda baru berkaitan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan pada BAB VI Tata Cara Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menurut beliau apa yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah tersebut sudah jelas dan terperinci, sehingga tinggal
melaksanakan saja ketentuan tersebut.

Perlu diketahui bahwa Di Bantul, ada kurang lebih 45 penduduk yang
menganut penghayat kepercayaan, laki-laki 27, dan wanita 18 orang, adapun selama
ini yang mencatatkan perkawinan baru ada 2 (dua), itu saja sudah tercatat di Dinas
Kependudukan dan catatan Sipil sejak tahun 2015 dan 2016, sehingga masih
mendasarkan pada aturan yang lama sebagaimana Pencatatan perkawinan ini
seperti dijelaskan dalam penjelasan umum Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan, bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya
dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti
kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat resmi yaitu sebuah akta yang
bersifat resmi dan termuat dalam daftar pencatatan yang ada dan diakui oleh
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negara

Berdasarkan hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa di Kabupaten Bantul
ada 1 Paguyuban penghayat kepercayaan yang sudah diakui dengan dibuatkan Sk.
Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul, yaitu bapak Budi sebagai
ketua Paguyuban yang kebetulan juga sebagai pegawai di Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bantul.

Pencatatan perkawinan penganut penghayat kepercayaan tersebut dapat
dilakukan dengan memenuhi beberapa tahap administrasi di Kantor Catatan Sipil
kabupaten atau kota tempat calon pasangan melakukan perkawinan. Dalam
Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa proses
pencatatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa.

2. Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan olehorganisasi
penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

3. Organisasi dan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdaftar pada kementerian yang
bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

4. Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi dan menandatangani surat
perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Sebagaimana tertuang pada pasal 39 tentang Pelaksana Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dapat diketahui bahwa,
perkawinan para penganut Penghayat Kepercayaan dapat dicatatkan apabila telah
melakukan pernikahan di depan pemuka penghayat kepercayaan.

Perkawinan dapat dilakukan di depanpemuka penghayat kepercayaan yang
telah memiliki SK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk
menikahkan. Setelah prosedur perkawinan secara penghayat kepercayaan telah
dilaksanakan dan pemuka penghayat kepercayaan juga menandatangani surat
perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai bukti
bahwa telah dilakukannya perkawinan. Surat tersebutlah yang menjadi pedoman
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan dan menerbitkan Akta
Perkawinan.

Adapun syarat- syarat administrasi yang perlu dipenuhi untuk mencatatkan
perkawinan penganut penghayat kepercayaan di Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil adalah sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama/Penghayat
Kepercayaan/ Salinan Penetapan Pengadilan;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Mempelai;
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Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan;

Fotocopy KTP/KK

5. Pas Photo Mempelai Berdampingan ukuran 4x6cm sebanyak 3(tiga)
lembar;

6. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 tahun ke atas;

7. Fotocopy KK/KTP/Akta Kematian Orang tua Mempelai

B

Pada dasarnya proses alur dan persyaratan Pencatatan Perkawinan bagi
Penghayat Kepercayaan sama halnya dengan Perkawinan yang bukan beragama
Islam yang menjadi pembeda ialah KTP calon mempelai yang menganut Penghayat
Kepercayaan di kolom agama harus tercantum aliran kepercayaan sehingga
perkawinan dapat dicatatkan secara Perkawinan Penghayat Kepercayaan.

B. Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Perkawinan Bagi Penghayat
Kepercayaan

Proses pencatatan perkawinan bagi penganut penghayatkepercayaan dengan
diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Pelaksana UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan. Bukan berati tidak ada lagi kendala bagi
penganut penghayat kepercayaan melakukan perkawinan masih ditemui beberapa
kendala atau persoalan.

Terdapat tiga poin persoalan yang tertulis dalam Pasal 39 Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2006
tentang Administrasi Kependudukan yaitu terdapat pada

Ayat 1 perkawinan penghayat dilakukan di hadapan pemuka penghayat
kepercayaan;

Ayat 2 pemuka penghayat kepercayaan ditunjuk oleh organisasi
penghayat;

dan Ayat 3 organisasi dan pemuka penghayat terdaftar di kementerian
yang bertugas membina organisasi penghayat kepercayaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa, pemuka penghayat
harus bersertifikat yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
dan aliran penghayat terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Adapun Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019
tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
tertulis, pencatatan perkawinan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota paling lambat 60 hari setelah dilakukan perkawinan di hadapan
pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Walaupun sudah ada aturan dalam melaksanakan perkawinan bagi penganut
kepercayaan, jumlah penghayat yang menikah menurut prosesi kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa masih sangat sedikit. Data Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul selama ini baru mencatat dua pasang
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penganut penghayat kepercayaan yang menikah secara penghayat kepercayaan
yang dianutnya.

Hal ini ada kemungkinan dipengaruhi beberapa faktor yaitu masih banyak
penganut aliran penghayat kepercayaan yang belum mengganti KTP-nya menjadi
KTP pemeluk penghayat kepercayaan. Kondisi ini dapat dilandasi oleh stigma-
stigma masyarakat sehingga penganut aliran kepercayaan enggan mengganti dan
memperbarui KTP-nya.

PEMBAHASAN
Dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa:

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing
agamanya dan kepercayaan itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 mengatur:

(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya
menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan
Nikah, Talak dan Rujuk.

(2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya
menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan
oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana
dimaksud dalam berbagai perundang- undangan mengenai pencatatan
perkawinan.

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata
cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku,
tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 51 mengatur Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di wilayah
NegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Tata cara Pencatatan perkawinan Penduduk WNI diatur dalam
Pasal 51 ayat (2)

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta
menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai
pencatatan perkawinan Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

2. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap
formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan
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Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata «cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur
mengenai pencatatan perkawinan Penduduk WNI di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil
Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data
kependudukan;

4. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau
UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta
perkawinan dan menerbitkan kutipan aktaperkawinan; dan

5. kutipan akta perkawinan disampaikan kepada Pemohon.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 2 ayat (2)
mengatur: “Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku”. Dalam hal ini pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974
mengatur tentang administratif mengenai perkawinan, dengan adanya ketentuan
tersebut keabsahan perkawinan tetaplah didasarkan pada hukum agama dan
kepercayaan masing-masing, hanya saja adanya pencatatan perkawinan adalah
sebagai bukti autentik bagi pasangan suami-istri yang telah melangsungkan
perkawinan [7].

Pencatatan perkawinan sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No 1
Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf b dijelaskan dalam penjelasan
umum, “Bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum
masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap
perkawinan yang sudah terjadi harus dicatatkan menurut perundang-undangan
yang berlaku [8].

Dalam ketentuan Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 ini dijelaskan antara upacara
keagamaan dan pencatatan suatu perkawinan dijadikan satu kesatuan syarat
sahnya suatu perkawinan. Penegasan ini memberikan bukti soal pencatatan
perkawinan itu oleh negara dianggap sebagai suatu unsur yang sangat penting,
meskipun suatu perkawinan sudah diselenggarakan berdasarkan agama selama
belum ada bukti pencatatan, maka berdasarkan pasal 2 UU No 1 Tahun 1974
perkawinan tersebut tidak sah. Konsekuensi jika suatu perkawinan belum tercatat
akan membawa akibat hukum bagi pasangan dan keluarga, khususnya anak yang
dilahirkan akan menjadi anak di luar nikah. Dalam pasal 2 ini menjelaskan
pentingnya suatu pencatatan perkawinan meskipun bersifat administratif hal ini
sangat menentukan sahnya suatu perkawinan [9].

Secara yuridis fungsi pencatatan perkawinan berdasarkan Undang-Undang
No 1 Tahun 1974 merupakan persyaratan supaya perkawinan tersebut
mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara serta mengikat
pihak ketiga (orang lain). Sementara jika dilihat secara regulasi pencatatan
perkawinan mencerminkan suatu kepastian hukum, dengan ditentukan bahwa
suatu peristiwa perkawinan terjadi dibuktikan dengan akta perkawinan. Dalam hal
ini perkawinan yang sah bila pelaksanaannya sudah dicatatkan.
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Pencatatan perkawinan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9
Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan yang mana terdapat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.
Dalam Peraturan Pemerintah ini dijelaskan bahwa pasangan yang akan
melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai
pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32
Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Pencatatan perkawinan
bagi mereka yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan
di Kantor Urusan Agama, lain halnya dengan mereka yang beragama selain Islam
dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil
kabupaten atau kota [10].

Pencatatan bagi penghayat kepercayaan ini diatur dalam BAB VI PP No 40
Tahun 2019 Pasal 39 dan Pasal 40 yang berisi tentang seluruh proses dan tata cara
perkawinan bagi penghayat kepercayaan dan bagaimana proses pencatatan di
dalam Kantor Catatan Sipil serta peran pemuka agama [6].

Adapun manfaat dari pencatatan perkawinan adalah:

1. Mendapat Perlindungan Hukum

2. Memudahkan dalam urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan
pernikahan, akta nikah akan membantu suami istri untuk melakukan
kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Seperti hendak menunaikan
ibadah haji , menikahkan anak, pengurusan asuransi kesehatan dll.

3. .Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum.
Pernikahan yang dianggap legal secara hukum yaitu pernikahan yang dicatat
oleh Petugas Pencatatan Nikah (PPN) atau yang ditunjuk. Karena, walaupun
secara agama sebuah perkawinan yang tanpa dicatatkan oleh PPN tetapi
pada dasarnya belum sah menurut hukum.

4. Terjamin keamanannya.
Sebuah perkawinan vyang dicatatkan secara resmi akan terjamin
keamanannya dari kemungkinan terjadi pemalsuan dan kecurangan yang
lainnya dalam pernikahan [11].

Tujuan dari pencatatan perkawinan adalah memperoleh kepastian hukum,
sehingga jika terjadi sengketa dalam perkawinan tidak sulit dalam memecahkan
permasalahan di Pengadilan, karena mempunyai alat bukti yaitu akta nikah dari
perkawinan yang sah yang diakui oleh undang-undang yang berlaku.

Sangsi Bagi Pasangan Yang Tidak Mencatatkan Perkawinannya.

Adapun sangsi bagi pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada

Pegawai Pencatatan Nikah terdapat dalam:

1. Undang-undang No 2 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk
Pasal 3 telah menentukan hukum denda bagi Barang siapa yang melakukan akad
nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan
pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda
sebanyak-banyaknya R 50,- (Lima puluh rupiah). Dalam hal ini yang dimaksud
adalah pegawai pencatatan nikah yang telah ditunjuk.
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2. Pasal 45 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa
pelaku pelanggaran pencatatan perkawinan adalah kedua mempelai. Maka
pihak mempelai dapat ditafsirkan tiga kemungkinan, pertama suami, keduaistri,
ketiga suami istri. Yang dimaksud dengan pihak mempelai istri dapat mencakup
wali nikah, sedangkan saksi-saksi dan penghulu nikah tidak diancam hukuman,
karena mereka tidak termasuk pihak mempelai.

Pelaku pelanggaran ketentuan pencatatan perkawinan juga berubah, yang
semula pada tahun 1946 sebagai pelanggaran administrasi negara, kemudian
diubah menjadi pelaku tindak pidana pencatatan perkawinan atau tindak pidana
perkawinan [12].

SIMPULAN

1.

Dalam Praktiknya Pencatatan Perkawinan bagi penganut penghayat
kepercayaan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Bantul
mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Pelaksana UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa
perkawinan bagi aliran penghayat kepercayaan dilakukan di hadapan pemuka
penghayat kepercayaan, dan pemuka penghayat kepercayaan yang ditugaskan
untuk melangsungkan perkawinan pada organisasi penghayat adalah yang telah
ditunjuk dan memiliki Surat Keputusan resmi dari Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. Setelah perkawinan secara penghayat kepercayaan dilaksanakan
perkawinan dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan
memenuhi persyaratan yang ada.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Perkawinan bagi penganut
penghayat kepercayaan di Kabupaten Bantul adalah tidak semua aliran
kepercayaan yang ada di Kabupaten Bantul telah terdaftarkan di Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan sehingga sedikit pemuka penghayat yang memiliki
sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk
dapat memimpin/ menikahkan perkawinan secara penghayat kepercayaan. Ada
pula hambatan dalam melaksanakan perkawinan secara penghayat
kepercayaan yaitu masih banyak penganut penghayat kepercayaan yang belum
mengubah KTP-nya menjadi pemeluk penghayat kepercayaan, hal ini dapat
didasari karena khawatir akan berimbas pada pekerjaan dan pandangan sosial
masyarakat setelah mengetahui dirinya pemeluk penghayat. Dan juga ada pula
hambatan pelaksanaan perkawinan tergolong sedikit karena masih belum
teraksesnya penghayat kepercayaan di luar paguyuban. Padahal dalam
pencatatan perkawinan penghayat dibutuhkan surat rekomendasi dari pemuka
paguyuban. Sehingga para penghayat yang belum tercatat dalam paguyuban
belum dapat mencatatkan perkawinannya.

Adapun mengenai saran yang kami ajukan sebagai berikut:

1.

Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Bantul khususnya para
penganut penghayat kepercayaan, mengenai peraturan pencatatan

149



perkawinan bagi penganut penghayat kepercayaan agar para penganut
penghayat kepercayaan mengetahui dan tidak tertinggal mengenai peraturan
baru sehingga penganut penghayat kepercayaan mendapatkan perlindungan
hukum dan diakui hak-hak sipilnya seperti pemeluk agama lain.

2. Perlu adanya regenerasi bagi Penganut Penghayat Kepercayaan agar dapat
terus aktif dan berkembang melestarikan nilai-nilai spiritual yang telah sejak
dulu kala yang diwariskan oleh para leluhurnya.
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